
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1406, 2013 KEMENTERIAN PERTANIAN. Kerjasama. Dalam 
Negeri. Penyuluhan. Pengembangan. SDM. 
Pedoman.  

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 120/Permentan/OT.140/11/2013 
TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA DALAM NEGERI  
DI BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang   : a.   bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan 
dan pengembangan Sumber Daya Manusia 
dibutuhkan sumberdaya eksternal dengan 
melakukan kerjasama dengan lembaga lain agar 
tercapai peningkatan kapasitas peran dan fungsi 
Sumber Daya Manusia maupun kelembagaan 
pertanian; 

b. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi, 
meningkatkan pemahaman, koordinasi dan 
sinkronisasi dalam pengelolaan kerjasama dalam 
negeri serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan 
kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan perlu menetapkan Pedoman 
Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di Bidang 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5433); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5307);  

7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang 
Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor 
dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang; 

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4212)  sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 
Tahun 2010; 

9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang 
Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 
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Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 
Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 
Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 
Manokwari; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/ 
2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/ 
OT.140/5/2008 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian; 

12. Keputusan  Presiden  Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);   

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 142);  

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/  
OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ 
OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan 
Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur; 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/ 
OT.140/10/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Dalam 
Negeri dan Luar Negeri; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN KERJASAMA DALAM NEGERI DI BIDANG 
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA PERTANIAN. 
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Pasal 1 
Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini.  

Pasal 2 
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum dan 
acuan dalam pengelolaan kerjasama dalam negeri lingkup Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
  

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Nopember 2013   
MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
SUSWONO 
   

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  29 Nopember 2013   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN  
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